BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menarik suatu kesimpulan,

sebagai berikut:

1.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XV1/2018
dan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 yang berkaitan dengan syarat
pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah saling bertentangan. Di dalam
Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah pada Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya tidak boleh
merangkap jabatan sebagai fungsionaris partai politik. Sedangkan di dalam
Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018, calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah masih diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus partai
politik pada Pemilu 2019, kecuali pada Pemilu-Pemilu setelahnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu menjunjung
tinggi terselenggaranya Pemilu yang sesuai dengan UUD NRI 1945, Undang-
Undang dan Putusan Hakim in casu Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Mahkamah Agung. Pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah
Pemilu 2019 ini, dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan maka KPU
mengutamakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut

dikarenakan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap UUD
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NRI 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-
undagan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian
berlakulah asas lex superior derogat legi inferiori yang berarti peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan

perundang-undangan yang lebih rendah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau

rekomendasi, sebagai berikut:

1.

Perlu dilakukan legisiative review di Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) atau diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah
Konsitusi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, yakni mengenai syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang
tidak boleh merangkap jabatan sebagai fungsionaris partai politik.

Apabila dikemudian hari kembali terjadi adanya disparitas Putusan antara
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka kepada KPU atau
lembaga yang bersangkutan harus tetap lebih berpedoman pada Putusan
Mahkamah Konsitutsi, karena dalam melakukan judicial review kedudukan
Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Hal tersebut
dikarenakan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap UUD

NRI 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-
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undagan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian
berlakulah asas lex superior derogat legi inferiori yang berarti peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah. Dengan demikian KPU atau lembaga
yang bersangkutan memiliki dasar yang kuat untuk mengesampingkan
Putusan-Putusan yang berbeda dari amanat konstitusi (Putusan Mahkamah

Konstitusi) sekalipun itu Putusan Mahkamah Agung.
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